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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

A. Pedoman Wawancara Kepada Pasangan Pernikahan 

1. Dimana Anda melangsungkan akad pernikahan? 

2. Apakah Anda mengetahui Peraturan Pemerintah tentang tarif pernikahan? 

3. Mengapa Anda memilih melangsungkan akad nikah di KUA/ di rumah? 

4. Berapa biaya melangsungkan akad nikah di KUA/ di rumah? 

5. Apakah ada tambahan biaya ketika menikah di KUA/ di rumah? 

6. Apakah Anda merasa keberatan dengan biaya pernikahan yang telah ditetapkan 

pemerintah tersebut? 

B. Pedoman Wawancara Kepada Masyarakat  

1. Apakah Anda mengetahui Peraturan Pemerintah tentang biaya administrasi 

pernikahan? 

2. Apakah Anda mengetahui besaran biaya pernikahan yang dilaksanakan di 

KUA dan di rumah? 

3. Bagaimana pendapat Anda mengenai biaya pernikahan tersebut? 

4. Apakah terdapat keluhan dalam biaya pernikahan tersebut? 

5. Sepengetahuan Anda, apakah biaya yang seharusnya ditetapkan di Peraturan 

Pemerintah sudah sesuai yang terjadi di lapangan? 

6. Apakah terdapat oknum yang menambahkan biaya pernikahan jika 

dilaksanakan diluar KUA di luar besaran yang telah ditetapkan pemerintah? 

 




